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ABSTRAK 

Produksi padi di Jawa Barat harus senantiasa ditingkatkan mengingat kebutuhan pangan yang semakin 

meningkat, namun dalam dua tahun terakhir ini produksi padi Jawa Barat mengalami penurunan. 

Subsistem penunjang usahatani padi diantaranya dukungan pemerintah menjadi salah satu faktor penting 

dalam meningkatkan produksi padi, namun peran dan dukungan yang diberikan kepada petani oleh 

pemerintah belum sepenuhnya maksimal, selain itu terdapat kecenderungan bahwa beda daerah akan 

berbeda pula kapasitas dukungan pemerintahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

produktivitas padi dan dukungan pemerintah di beberapa daerah di sentra produksi di Jawa Barat dan 

menganalisis pengaruh dukungan pemerintah terhadap produktivitas padi di Jawa Barat. Metode 

penelitian ini menggunakan metode survei. Penelitian ini menggunakan teknik sampling acak klaster 

sedemikian sehingga didapatkan sampel berukuran 281 petani di 5 cluster kabupaten di Jawa Barat. Alat 

analisis data yang digunakan adalah statistika deskriptif dan uji regresi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kabupaten dengan rata-rata produktivitas padi tertinggi dan terendah berturut-turut adalah 

Karawang (6,88 ton/ha) dan Sukabumi (5,34 ton/ha). Dukungan pemerintah berupa penyuluhan, regulasi, 

sarana dan prasarana budidaya padi, dukungan modal usahatani dan dukungan fasilitas kelitbangan 

penerapannya pada petani di berbagai daerah bervariasi, ada yang sudah bisa dirasakan oleh petani dan 

ada yang belum. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa dukungan regulasi, sarana dan prasarana 

budidaya padi, dan fasilitas kelitbangan berpengaruh nyata terhadap produktivitas padi di Jawa Barat.  

 

Kata Kunci: Dukungan pemerintah, regulasi, penyuluhan, modal, litbang, produktivitas, usahatani 

padi 

ABSTRACT 

Rice production in West Java must be continuously increased considering the increasing need for food, 

but in the last 2 years, West Java's rice production has decreased. The supporting subsystems of rice 

farming, including government support, are one of the important factors in increasing rice production, 

but the role and support given to farmers by the government have not been fully maximized, in addition 

there is a tendency that different regions will have different capacities of government support. This study 

aims to describe rice productivity and government support in several areas in production centers in 

West Java and to analyze the effect of government support on rice productivity in West Java. This 

research method uses a survey method. This study using cluster random sampling technique with sample 

size of 281 farmers from 5 district clusters in West Java. The data analysis tools used are descriptive 

statistics and regression tests. The results of the study showed that the districts with the highest and 

lowest average rice productivity were Karawang (6.88 tons/ha) and Sukabumi (5.34 tons/ha), 

respectively. Government support in the form of extension support, regulations, facilities and 

infrastructure for rice cultivation, support for farming capital and support for research and development 

facilities for their application by farmers varies, some can already be felt by farmers and some have not 

yet been felt. Regression test resulted that the support of regulatory, rice cultivation facilities and 

infrastructure, and R&D facilities had a significant effect on rice productivity in West Java. 

Keywords: Government support, regulation, extension, capital, research and development, productivity, 

rice farming 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara agraris 

dengan mayoritas masyarakat menjadikan 

nasi sebagai makanan pokok, nasi berasal 

dari tanaman padi. Jawa Barat merupakan 

salah satu pusat produksi padi di Indonesia. 

Seiring dengan permintaan masyarakat 

Indonesia yang menjadi nasi sebagai 

makanan pokok, permintaan terhadap padi 

terus menerus meningkat yang seharusnya 

diimbangi oleh produksi padi di Indonesia. 

Gambar 1 menunjukkan bahwa 

produksi padi di Jawa Barat sempat 

mengalami peningkatan dengan rata-rata 

laju peningkatan sebesar 2,29% per tahun 

selama 3 tahun dari tahun 2020-2022. 

Namun, dalam 2 tahun terakhir yaitu tahun 

2023 dan 2024, produksi padi Jawa Barat 

mengalami penurunan dengan rata-rata laju 

penurunan sebesar hampir 5% per tahun. 

Menurut penelitian Prakoso et al. (2023) 

produktivitas, kemudahan dalam menjual, 

dan keuntungan dari menjual hasil panen 

yang tinggi membuat petani masih memiliki 

persepsi yang tinggi. Hal inilah yang 

membuat petani masih mempertahankan 

dan mengoperasikan usahataninya. 

 

 

Gambar 1. Trend Produksi Padi Jawa Barat Tahun 2020-2024 

Sumber: Data BPS, 2024 (diolah)

Produktivitas tersebut tidak terlepas 

dari dukungan pemerintah. Melalui regulasi 

dan kebijakannya, pemerintah Indonesia 

membuat program-program yang 

mendukung usahtani padi di Jawa Barat 

seperti program subsidi pupuk, benih, dan 

penyuluhan atau pelatihan teknis. Dukungan 
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subsidi input pertanian dan akses ke kredit, 

secara signifikan berkontribusi terhadap 

peningkatan produktivitas padi. Misalnya, 

program pemerintah yang memberikan 

dukungan input bagi petani terbukti 

meningkatkan intensitas tanam serta hasil 

produksi padi. Studi di Indonesia 

mengonfirmasi bahwa akses kredit pertanian 

yang diberikan melalui program subsidi suku 

bunga atau skema penjaminan kredit telah 

meningkatkan produktivitas padi secara 

substansial (Wicaksono, 2014). 

Dukungan modal sangat diperlukan 

oleh petani dalam keberlangsungannya 

menjalankan usahatani. Akses modal 

diperlukan petani untuk pengadaan input-

input produksi seperti pupuk, benih, 

pengendalian opt, sewa lahan, dan input 

produksi lainnya. Petani membutuhkan 

dukungan kredit yang inklusif dari pra-tanam 

hingga pasca-panen dan pemasaran untuk 

meningkatkan kinerja usahatani. Dukungan 

dari pemerintah untuk memperkuat lembaga 

keuangan lokal dan menghubungkannya 

dengan sumber dana diperlukan untuk 

mendukung petani skala kecil (Pasaribu et al., 

2021). 

Subsistem penunjang usahatani padi 

diantaranya dukungan pemerintah menjadi 

salah satu faktor penting dalam 

meningkatkan produksi padi, namun peran 

dan dukungan yang diberikan kepada petani 

oleh pemerintah belum sepenuhnya 

maksimal. Pada tingkat akar rumput petani 

masih mengahadapi berbagai tantangan dan 

kendala, seperti akses kredit yang sulit 

diakses oleh petan kecil, yang sering terjadi 

karena persyaratan administrasi yang tidak 

mendukung. Ketersediaan sumber 

permodalan yang dapat diakses oleh petani 

masih sangat terbatas, sehingga pembelian 

input usahatani padi terkadang disesuaikan 

dengan modal sendiri yang tersedia. Hal ini 

berakibat kepada pencapaian produksi 

usahatani padi yang kurang maksimal 

(Mulyaqin et al., 2016). Faktor-faktor seperti 

irigasi, infrastruktur pertanian, dan dukungan 

pemerintah lainnya menjadi indikator 

penting dalam keberlanjutan usahatani padi 

(Jakiyah et al., 2016). Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan produktivitas padi 

dan dukungan pemerintah di beberapa daerah 

di sentra produksi di Jawa Barat dan 

menganalisis pengaruh dukungan pemerintah 

terhadap produktivitas padi di Jawa Barat. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

metode survey. Data yang digunakan adalah 

data primer dan sekunder. Data primer 

didapat menggunakan alat kuesioner yang 

merupakan teknik pengumpulan data yang 
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dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Santoso, 2018). 

Sedangkan data sekunder didapat dari BPS 

dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya 

dengan topik terkait.  

2. Populasi dan Sampel 

Pada penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah petani padi di Jawa Barat. 

Teknik sampling yang digunakan adalah 

teknik sampling acak klaster sedemikian 

sehingga didapatkan ukuran sampel 

sebanyak 281 petani padi di 5 klaster Jawa 

Barat yaitu kabupaten Sukabumi, 

Tasikmalaya, Bekasi, Karawang, Indramayu 

dan Bandung. 

3. Variabel Penelitian 

Variabel adalah karakteristik yang 

paling sedikit mempunyai dua nilai yang 

berbeda (Rasmikayati, 2017). Adapun 

variabel dalam penelitian ini yaitu: 

● Dukungan Pemerintah: 

- Regulasi 

- Sarana dan Prasarana Budidaya Padi 

- Modal Usahatani 

- Fasilitas Kelitbangan oleh Lembaga 

Litbang dan Perguruan Tinggi 

- Penyuluhan 

● Produktivitas padi (Ton/hektar) 

4. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan statistik 

deskriptif dan regresi linier. Metode statistika 

deskriptif yang dugunakan berupa ukuran 

gejala pusat dan dispersi dan tabulasi silang 

yang digunakan untuk mendeskripsikan 

setiap variabel yang diteliti dalam penelitian 

ini. Regresi Linier digunakan untuk 

mengidentifikasi pengaruh variabel 

independen yaitu dukungan pemerintah 

terhadap variabel dependen yaitu 

produktivitas padi. Variabel independen 

yang berskala ordinal ditransformasi terlebih 

dahulu menjadi variabel berskala interval 

menggunakan metode successive interval 

kemudian dilakukan pengujian dengan 

regresi linier berganda menggunakan alat 

bantu berupa software SPSS versi 26. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Deskripsi Produktivitas Petani 

Padi 

Produktivitas padi adalah jumlah 

panen gabah kering panen (GKP) dibagi luas 

lahan petani. Berdasarkan Tabel 1, secara 

umum untuk seluruh petani sampel (Jawa 

Barat), produktivitas padi petani bervariasi 

pada rentang 3 – 13,67 ton/ha dengan nilai 

rata-ratanya sebesar 6,02 ton/ha. Nilai 

produktivitas tertinggi terjadi pada petani di 

kabupaten Karawang dengan nilai 

produktivitas padi mencapai 13,67 ton/ha, 

sedangkan yang terendah terjadi di 

kabupaten Sukabumi dengan produktivitas 

padi sebesar 3 ton/ha. Urutan nilai rata-rata 
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produktivitas padi per kabupaten dari yang 

terendah hingga yang tertinggi secara 

berturut-turut adalah kabupaten Sukabumi, 

Bekasi, Tasikmalaya, Bandung, Indramayu, 

dan Karawang. Hal yang menarik jika 

memperhatikan nilai simpangan baku 

produktivitas padi per kabupaten, 

Tasikmalaya dan Karawang memiliki nilai 

simpangan baku diatas 3 ton/ha yang berarti 

bahwa produktivitas padi tiap petaninya lebih 

bervariasi dari kabupaten lainnya. Sementara 

kabupaten lain produktivitas padi tiap 

petaninya cenderung lebih homogen. 

Dukungan pemerintah sangat diperlukan 

untuk lebih menstabilkan produktivitas 

petani sehingga diharapkan produktivitas 

padi tiap petani yang masih kecil dapat 

ditingkatkan. 

Tabel 1. Deskripsi Produktivitas Padi Petani 

Ukuran Statistik 
Kabupaten 

Total 
Sukabumi Tasikmalaya Bekasi Karawang Indramayu Bandung 

n (Orang) 44 50 47 54 45 41 281 

Rata-rata (Ton/Ha) 5,34 5,81 5,41 6,88 6,51 6,01 6,02 

Simp. Baku (Ton/ Ha) 1,78 3,12 1,90 3,14 1,82 2,26 2,49 

Minimum (Ton/Ha) 3,00 3,80 3,00 4,71 4,00 3,06 3,00 

Maksimum (Ton/Ha) 9,50 7,86 10,00 13,67 11,00 13,46 13,67 

Sumber: Analisis Data Primer (2024) 

2. Deskripsi Persepsi Petani Terkait 

Dukungan Pemerintah 

Dukungan pemerintah merupakan 

dukungan berupa program bantu, kebijakan, 

dan intervensi yang diberikan oleh 

pemerintah melalui regulasi yang mengikat 

pada individu, kelompok, atau sektor-sektor 

tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dalam penelitian ini, indikator dari 

dukungan pemerintah terdiri dari: 1) 

regulasi; 2) sarana dan prasaran; 3) modal 

usahatani; 4) fasilitas kelitbangan; dan 5) 

penyuluhan. 

Tabel 2. Deskripsi Persepsi Petani terhadap Dukungan Regulasi Pemerintah  

Kabupaten 

Dukungan Regulasi  
Total 

(Orang) 

Frekuensi 

(%) 
Sangat 

buruk 
Buruk 

Cukup 

baik 
Baik 

Sangat 

baik 

n % n % n % n % n % n % 

Sukabumi 0 0 44 26 0 0 0 0 0 0 44 16 

Tasikmalaya 7 50 18 11 15 21 10 40 0 0 50 18 

Bekasi 3 21 44 26 0 0 0 0 0 0 47 17 

Karawang 0 0 21 12 22 30 11 44 0 0 54 19 

Indramayu 4 29 41 24 0 0 0 0 0 0 45 16 

Bandung 0 0 1 1 36 49 4 16 0 0 41 15 

Total 14 100 169 100 73 100 25 100 0 0 281 100 

Sumber: Analisis Data Primer (2024) 

Berdasarkan Tabel 2, terkait 

dukungan pemerintah mengenai dukungan 

regulasi atau peraturan, secara umum masih 

belum dirasakan oleh mayoritas petani padi. 
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Setidaknya 65% petani menilai bahwa 

dukungan regulasi dari pemerintah buruk 

dan sangat buruk. Namun jika dilihat per 

kabupaten, terjadi penerapan regulasi yang 

lebih baik di daerah Karawang, Bandung, 

dan Tasikmalaya dibandingkan kabupaten 

lainnya. Pada ketiga daerah tersebut 

setidaknya 50% petani menilai dukungan 

regulasi sudah cukup baik hingga sangat 

baik, bahkan di Kabupaten Bandung sudah 

mencapai 98% petani menilai dukungan 

regulasi ini sudah cukup baik hingga sangat 

baik. Sementara semua petani di kabupaten 

Sukabumi, Bekasi, dan Indramayu menilai 

dukungan regulasi masih buruk hingga 

sangat buruk. Kebijakan pemerintah daerah 

memainkan peran penting dalam 

mendukung pertanian, ekonomi, dan 

pembangunan wilayah. Misalnya, 

dukungan kebijakan dalam hal pembiayaan, 

pengelolaan lahan, serta infrastruktur 

agrikultur sangat penting untuk 

meningkatkan produktivitas daerah 

(Pasaribu et al., 2021). Efektivitas regulasi 

menunjukkan bahwa penerapan regulasi 

yang terfokus dapat membawa manfaat 

dalam hal efisiensi dan keberlanjutan 

jangka panjang, terutama dalam sektor 

pertanian (Setiyanto et al., 2021).

Tabel 3. Deskripsi Persepsi Petani terhadap Dukungan Sarana dan Prasarana Budidaya Padi 

Kabupaten 

Dukungan Sarana dan Prasarana Budidaya Padi 
Total 

(Orang) 

Frekuensi 

(%) 
Sangat 

buruk 
Buruk 

Cukup 

baik 
Baik 

Sangat 

baik 

n % n % n % n % n % n % 

Sukabumi 0 0 44 29 0 0 0 0 0 0 44 16 

Tasikmalaya 8 30 0 0 5 10 35 73 2 100 50 18 

Bekasi 4 15 42 27 0 0 1 2 0 0 47 17 

Karawang 8 30 19 12 22 43 5 10 0 0 54 19 

Indramayu 3 11 41 27 1 2 0 0 0 0 45 16 

Bandung 4 15 7 5 23 45 7 15 0 0 41 15 

Total 27 100 153 100 51 100 48 100 2 100 281 100 

Sumber: Analisis Data Primer (2024) 

Kemudian berdasarkan Tabel 3, 

dukungan pemerintah mengenai sarana dan 

prasarana budidaya padi, mayoritas petani 

(64%) masih belum merasakannya, mereka 

menilai dukungan pemerintah tersebut 

masih buruk hingga sangat buruk. Ditinjau 

per kabupaten, dukungan pemerintah terkait 

sarana dan prasarana budidaya padi sudah 

berjalan di daerah Karawang, Bandung, dan 

Tasikmalaya dibandingkan kabupaten 

lainnya. Pada ketiga daerah tersebut 

setidaknya 50% petani menilai dukungan 

sarana dan prasarana budidaya padi sudah 

cukup baik hingga sangat baik, bahkan di 

Kabupaten Tasikmalaya dan Bandung 

sudah lebih dari 70% petani menilai 

dukungan regulasi ini sudah cukup baik 

hingga sangat baik. Sementara hampir 
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semua petani di kabupaten Sukabumi, 

Bekasi, dan Indramayu menilai dukungan 

regulasi masih buruk hingga sangat buruk. 

Dampak infrastruktur pertanian terhadap 

produksi padi di Jawa Barat, serta 

bagaimana infrastruktur seperti mesin 

pertanian dan jaringan irigasi berperan 

dalam mendukung produksi padi (Jamil & 

Chairunnisya, 2023). Hal ini berbeda 

dengan penelitian tersebut, dalam 

penerapan infrastruktur yang merupakan 

sarana dan prasarana pertanian yang 

mendukung terhadap hasil produksi padi. 

Sedangkan di, Jawa Barat beberapa daerah 

memiliki dukungan sarana dan prasarana 

yang kurang relevan. Di sisi lain, dukungan 

dari pemerintah sangat diperlukan dalam 

menyediakan benih berkualitas dan 

menyebarluaskan informasi terkait 

keunggulan varietas baru (Ali et al., 2021). 

Kemudian berdasarkan Tabel 4, 

terkait dukungan modal dari pemerintah, 

mayoritas petani (76%) masih belum 

merasakannya, mereka menilai dukungan 

pemerintah tersebut masih buruk hingga 

sangat buruk. Ditinjau per kabupaten, 

dukungan modal dari pemerintah hanya 

dirasakan oleh mayoritas petani di daerah 

Karawang saja, mereka menilai dukungan 

modal dari pemerintah sudah cukup baik 

hingga sangat baik (64%). Sementara 

mayoritas petani di kabupaten lainnya 

menilai dukungan regulasi masih buruk 

hingga sangat buruk. Relevansi dukungan 

modal usahatani harus disesuaikan dengan 

kebutuhan yang diperlukan oleh petani. 

Selain itu pemerataan dukungan modal 

perlu didistribusikan secara merata. 

Menurut penelitian Jamil & Chairunnisya 

(2023) modal usahatani berperan penting 

dalam meningkatkan kapasitas petani untuk 

beradaptasi dengan perubahan kondisi 

lingkungan dan pasar. Setiyanto et al. (2021) 

dalam penelitiannya juga menyebutkan 

bahwa dukungan modal dan infrastruktur 

melalui program ini sangat penting untuk 

meningkatkan daya saing global usahatani 

padi, terutama melalui alokasi modal yang 

tepat. 

Tabel 4. Deskripsi Persepsi Petani terhadap Dukungan Modal dari Pemerintah 

Kabupaten 

Dukungan Modal dari Pemerintah 
Total (Orang) Frekuensi (%) 

Sangat buruk Buruk Cukup baik Baik Sangat baik 

n % n % n % n % n % n % 

Sukabumi 6 9 36 24 2 7 0 0 0 0 44 16 

Tasikmalaya 16 24 2 1 10 36 11 39 11 100 50 18 
Bekasi 6 9 39 26 2 7 0 0 0 0 47 17 

Karawang 17 26 14 9 9 32 14 50 0 0 54 19 

Indramayu 3 5 41 28 1 4 0 0 0 0 45 16 

Bandung 18 27 16 11 4 14 3 11 0 0 41 15 

Total 66 100 148 100 28 100 28 100 11 100 281 100 

Sumber: Analisis Data Primer (2024) 
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Kemudian mengenai dukungan 

kelitbangan, berdasarkan Tabel 5, hampir 

82% dari seluruh petani menilai bahwa 

fasilitas kelitbangan dari pemerintah masih 

buruh hingga sangat buruk. Hal ini juga 

terjadi di semua kabupaten, mayoritas 

petani di semua kabupaten belum 

merasakan dampak yang positif dari peran 

litbang dari pemerintah maupun dari 

perguruan tinggi. Namun demikian ada 

sekitar 20 – 34% petani di Bekasi, 

Karawang dan Bandung menilai kinerja 

yang cukup baik hingga baik dari peran 

lembaga litbang pemerintah. Peran dari 

hasil penelitian dari lembaga litbang ini 

harus terus ditingkatkan sehingga 

tersampaikan dan dirasakan oleh para 

petani. Fasilitas kelitbangan dan 

infrastruktur pendukung memainkan peran 

penting dalam meningkatkan efisiensi 

energi dan produktivitas di sektor 

hortikultura. Ini relevan dalam konteks 

bagaimana fasilitas kelitbangan dapat 

meningkatkan produktivitas pertanian 

melalui inovasi teknologi (Kuswardhani et 

al., 2014). Penelitian serupa yang 

menyebutkan pentingnya kelitbangan 

dikemukakan oleh Liesdiana et al. (2019), 

fasilitas kelitbangan dan infrastruktur 

penelitian sangat penting dalam 

mendukung pengembangan dan penyebaran 

teknologi seperti SRI untuk meningkatkan 

produktivitas padi di wilayah tersebut. 

Tabel 5. Deskripsi Persepsi Petani terhadap Dukungan Kelitbangan 

Kabupaten 

Dukungan Kelitbangan 
Total 

(Orang) 

Frekuensi 

(%) 
Sangat 

buruk 
Buruk 

Cukup 

baik 
Baik 

Sangat 

baik 

n % n % n % n % n % n % 

Sukabumi 3 3 37 28 3 8 1 8 0 0 44 16 

Tasikmalaya 47 47 2 2 1 3 0 0 0 0 50 18 

Bekasi 5 5 29 22 3 8 10 77 0 0 47 17 

Karawang 20 20 16 12 18 47 0 0 0 0 54 19 

Indramayu 3 3 41 31 1 3 0 0 0 0 45 16 

Bandung 21 21 6 5 12 32 2 15 0 0 41 15 

Total 99 100 131 100 38 100 13 100 0 0 281 100 

Sumber: Analisis Data Primer (2024) 

Sementara itu untuk dukungan 

pemerinyah terkait penyuluhan, 

berdasarkan Tabel 6 hal tersebut sudah 

berjalan dengan baik. Mayoritas petani 

(83%) menilai peran penyuluhan sudah 

cukup baik hingga sangat baik. Mayoritas 

petani di tiap kabupatan menilai dukungan 

penyuluhan dari pemerintah kepada petani 

padi sudah berjalan dengan baik dalam 

keberlangsungannya menjalankan usaha-

tani padi. Terutama bagi para petani padi di 

Sukabumi, Bekasi dan Indramayu dimana 

hampir semua petani dari tiap daerah 

tersebut sudah merasakan dukungan yang 
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cukup baik hingga sangat baik terkait 

penyuluhan yang diberikan oleh lembaga 

pemerintah. menurut Maryani et al. (2017), 

penyuluhan berbasis partisipasi yang 

melibatkan peningkatan interaksi antara 

penyuluh dan petani sangat efektif dalam 

meningkatkan kemampuan petani dan 

partisipasi mereka. 

Tabel 6. Deskripsi Persepsi Petani terhadap Dukungan Penyuluhan 

Kabupaten 

Dukungan Penyuluhan 
Total 

(Orang) 

Frekuensi 

(%) 
Sangat 

buruk 
Buruk 

Cukup 

baik 
Baik 

Sangat 

baik 

n % n % n % n % n % n % 

Sukabumi 0 0 0 0 0 0 41 24 3 10 44 16 

Tasikmalaya 5 19 7 33 4 11 17 10 17 59 50 18 

Bekasi 0 0 1 5 0 0 44 26 2 7 47 17 

Karawang 11 41 8 38 7 20 28 17 0 0 54 19 

Indramayu 0 0 1 5 0 0 37 22 7 24 45 16 

Bandung 11 41 4 19 24 69 2 1 0 0 41 15 

Total 27 100 21 100 35 100 169 100 29 100 281 100 
Sumber: Analisis Data Primer (2024) 

3. Pengaruh Dukungan Peme-rintah 

terhadap Peningkatan 

Produktivitas Padi 

Hasil uji regresi berganda pada 

Tabel 7 menunjukkan nilai koefisien 

determinasi sebesar 0,126 atau 12,6% yang 

artinya bahwa semua indikator dari 

dukungan pemerintah yaitu dukungan 

regulasi, sarana dan prasarana, modal 

usahatani, kelitbangan dan penyuluhan 

secara bersama-sama mampu menjelaskan 

variasi naik turunnya nilai produktivitas 

padi sebesar 12,8%, sementara sisanya 

sebesar 87,2% dijelaskan oleh faktor 

lainnya. Nilai tersebut dinilai wajar karena 

dukungan pemerintah memang merupa-kan 

salah satu unsur penunjang dari agribisnis 

padi sehingga.  

Tabel 7. Pengaruh Dukungan Pemerintah terhadap Produktivitas Padi 

Variabel Bebas Dukungan 

Pemerintah 

Koefisien Regresi 

(𝛽𝑖) 
Nilai t Tingkat Signifikansi Status 

Konstanta 3,348 5,538 0,000 Signifikan*** 

1. Regulasi 1,924 2,844 0,005 Signifikan*** 

2. Sarana dan Prasarana  2,522 4,270 0,000 Signifikan*** 

3. Modal Usahatani 0,130 0,272 0,786 Tidak signifikan 

4. Dukungan Kelitbangan  1,636 3,467 0,001 Signifikan*** 

5. Penyuluhan 0,563 1,421 0,157 Tidak signifikan 

𝑅2 = 0,126 

Ket: ***) Signifikan dengan taraf nyata 1% 

Sumber: Analisis Data Primer (2024) 

Kemudian secara parsial terdapat 3 

indikator dari dukungan pemerintah yaitu 

dukungan regulasi, dukungan sarana dan 

prasarana dan dukungan kelitbangan yang 
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berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

produktivitas padi di tingkat populasi (Jawa 

Barat) pada taraf nyata 1%. Sedangkan 2 

indikator lainnya dari dukungan pemerintah 

yaitu dukungan modal usahatani dan 

dukungan penyuluhan tidak berpengaruh 

terhadap produktivitas padi.  

Hal ini mengungkapkan bahwa 

untuk meningkatkan produktivitas padi di 

Jawa Barat maka pemerintah harus 

berfokus terutama pada peningkatan peran 

dari ke-3 indikator yang signifikan tersebut. 

Sebagaimana dalam pembahasan 

sebelumnya telah ditunjukkan bahwa 

dukungan dari ke-3 indikator tersebut masih 

belum merata dan dapat ditingkatkan lagi 

perannya. Contoh dari peningkatan 

dukungan tersebut menurut Alvin & Arifin 

(2023), dukungan pemerintah dapat 

meningkatkan akses pembiayaan yang pada 

akhirnya berdampak pada produktivitas 

usaha. Sementara terdapat hasil yang serupa 

yang terjadi pada penelitian di sektor 

perikanan dan rumput laut bahwa dukungan 

dari pemerintah daerah dan lembaga 

keuangan seperti Bank BUMN dapat 

meningkatkan produktivitas sektor 

perikanan dan rumput laut di wilayah 

perbatasan. Dukungan dalam bentuk 

penyediaan modal dan teknologi menjadi 

kunci keberhasilan dalam meningkatkan 

skala usaha perikanan dan pertanian di 

daerah terpencil (Shafitri et al., 2020). 

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kabupaten dengan rata-rata 

produktivitas padi tertinggi dan terendah 

berturut-turut adalah Karawang (6,88 

ton/ha) dan Sukabumi (5,34 ton/ha). 

Dukungan pemerintah berupa penyuluhan 

sudah dirasakan dengan baik oleh petani di 

semua kabupaten. Sedangkan untuk 

dukungan pemerintah berupa dukungan 

regulasi, sarana dan prasarana budidaya 

padi, dukungan modal usahatani dan 

dukungan fasilitas kelitbangan sudah 

dirasakan cukup baik oleh petani di masing-

masing 4 kabupaten yaitu Tasikmalaya, 

Bekasi, Karawang dan Bandung. Namun 

mayoritas petani di Indramayu dan 

Sukabumi menilai bentuk dukungan 

pemerintah selain penyuluhan belum 

mereka rasakan dengan baik. Hasil uji 

regresi menunjukkan bahwa dukungan 

regulasi, sarana dan prasarana budidaya 

padi, dan fasilitas kelitbangan berpengaruh 

nyata dan positif terhadap produktivitas 

padi di Jawa Barat. Hal ini berarti bahwa 

untuk meningkatkan produktivitas padi di 

Jawa Barat maka pemerintah harus 

berfokus terutama pada peningkatan peran 

dari ke-3 indikator yang signifikan tersebut. 
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